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SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
PEKERJAAN PEMELIHARAAN ICT TAHUN ANGGARAN 2025
Nomor : 76.9/PBJ/MK/2025

Tanggal : 13 Juni 2025

Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

. Nama : NANANG SUBEKTI
NIP : 19741118 200604 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen VII MKRI
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.
II. Nama :  IRAWAN PURWONO
Jabatan : Direktur Utama PT. Nusantara Compnet Integrator
Alamat : Gedung AKR Tower Gallery West Lt. 8, J1. Panjang, 5, Kebon Jeruk, Kebon
Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11530
NPWP : 01.770.820.7-073.000

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nusantara Compnet
Integrator, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan ICT Tahun
Anggaran 2025 dengan harga sebesar Rp2.286.600.000,- (dua miliar dua ratus delapan
puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) termasuk PPN 11%.

III. Dasar penunjukan PIHAK KEDUA sebagai pelaksana pekerjaan adalah sebagai
berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi Tahun
Anggaran 2025 No. 077.01.1.653910/2025, tanggal 2 Desember 2024;

3. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan ICT Tahun Anggaran 2025
No. : 76.8/PBJ/MK/2025 tanggal 13 Juni 2025.

IV. Persyaratan yang harus dipenuhi :

1. Pekerjaan dilaksanakan selambat-lambatnya sejak SPMK ini ditandatangani atau
sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;

2. Pekerjaan harus diselesaikan sesuai spesifikasi/kebutuhan yang sudah disepakati
bersama antara kedua belah pihak;



Penyelesaian Pekerjaan harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan MKRI dan
PIHAK KEDUA, serta diketahui oleh PIHAK PERTAMA;

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan dimaksud, PIHAK KEDUA tidak
diperkenankan mengajukan klaim kenaikan harga;

SPMK ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK
KEDUA tidak mampu melaksanakan tugas yang telah ditetapkan.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk
memulai pelaksanaan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat dan ditandatangani untuk
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal PT. Nusantara Compnet Integrator
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Penyedia

IRAWAN PURWONO

NIP. 19741118 200604 1 002 Direktur Utama g/r



